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Abstract

Inovasi dalam pelayanan publik sangat diperlukan bagi instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan di masyarakat serta memudahkan pencapaian tujuan berbagai pihak. Inovasi merupakan salah satu wujud upaya reformasi pelayanan publik agar dapat menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, akuntabel serta transparan demi terwujudnya good governance. Salah satu wujud inovasi adalah penggunaan e-government dalam pelayanan publik, sebagaimana yang diterapkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto melalui inovasi pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) berbasis website “Majapahit GIS” yang telah digagas sejak akhir Tahun 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi pelayanan berbasis website (e-government) pada pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumen
Sedangkan fokus penelitian ini yaitu: 1) Penerapan inovasi pelayanan berbasis website meliputi : efektivitas inovasi, keberhasilan penerapan e-government, dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik; 2) Faktor pendorong dan penghambat; 3) Strategi mengatasi hambatan dalam inovasi pelayanan. Analisis data menggunakan teknik interaktif model dari Miles, Huberman and Saldana (2014).
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan berbasis website Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto telah berjalan cukup efektif dan telah memenuhi prinsip-prinsip aksestabilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, dan akuntabilitas.  namun belum berhasil optimal dalam  mewujudkan “one database system” atau sistem layanan terintegrasi yang dapat menyediakan seluruh data untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Mojokerto. Faktor pendorong dalam inovasi ini adalah komitmen pimpinan, sumber daya manusia, sarana prasarana serta dukungan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi : kurangnya tenaga ahli di bidang IT, akses yang lamban karena aplikasi menggunakan jaringan internet terbuka, menu dialog publik yang belum efektif untuk konsultasi, kurangnya data pendukung, kurangnya dukungan pemerintah daerah dan sistem reward and punishment yang mendukung pelaksanaan kebijakan “one database system”. Strategi untuk mengatasi hambatan dalam inovasi ini meliputi : 1) penggunaan jaringan fiber optic yang disediakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesepatan akses pelayanan online; 2) Optimalisasi fungsi menu dialog publik; 3) Menjalin kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan tenaga ahli di bidang IT 

Kata kunci : inovasi, efektivitas, e-government, informasi tata ruang 
Abstract


Innovation in public services is one of major thing to do by all of government agencies as providers of public services in order to adapt the environmental changes in society and facilitate the achievement of the goals of various sides. Innovation is one of public service reform efforts in order to create effective, efficient, transparent and accountable services in the context of realizing good governance. One of the form from the implementation of  e-government innovation in public services, as has been done by the Board of Development Planning in Mojokerto local government through the service innovation based on website that is “Majapahit GIS” Geospacial Information System which has been initiated since the end of 2017.  
This research is purposed to analyze the implementation of website-based service innovation (e-government) at the “Majapahit GIS” Geospatial Information System  service  at Board of Development Planning in Mojokerto local government. This research method is a descriptive research with qualitative approach. The data collection techniques are by using deep interviews, observation and document study.
 Meanwhile,this research focus are: 1) The implementation of website- based service innovation includes: innovative effectiveness, successful implementation of e-government, and application of public service principles; 2) encouraging and inhibiting factors; 3) Strategies to overcome barriers in service innovation. Data analyzing techniques that is used in this research is interactive model analysis by Miles, Huberman and Saldana (2014).
This research result shows that the service innovation based on the website of the ‘Majapahit GIS” Geospatial Information System at Board of Development Planningat Mojokerto local government has been running quite effective and has implementing the principle of accessibility, continuity, technicality, profitability, and accountability. The encouraging factors are : leaders commitment, humas resources capability, public services facilites, and also top down policies or regulations factors. While the inhibiting factors are : lack of IT experts, the internet sources problem, ineffectivity function of public dialog menu on the system for consulting services, lack of supporting data, lack of local government support and also there is no reward and punishment policy for “one database system” goals. The strategic policy that has been improved to overcome this barries are utilization of fiber optic network which is by local government to increase the speed of access to online services; 2) Optimalization of public dialog menu function on the system; 3) private sectors partnership on providing IT experts.But so far it has not succeeded optimally to reach  “one database system” goals or an integrated service system that can provide all data comprehensively to support the regional development planning in Mojokerto local government.
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A. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi yang sudah menjadi tuntutan terhadap sistem pemerintahan saat ini, menjadi agenda prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.  Tuntutan ini berawal dari banyaknya sorotan terhadap kinerja pelayanan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.  Keluhan terhadap kinerja birokrasi yang dinilai lamban, berbelit-belit, tidak efektif, inefisien serta jauh dari transparan seakan telah melekat di mata masyarakat, Dalam hal pelayanan publik, pemerintah dianggap belum mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai perkembangan  jaman. Khususnya pada  Masa revolusi industri 4.0 seperti saat ini, dimana teknologi informasi menduduki peran yang sangat besar bahkan telah banyak menggantikan fungsi manusia pada beberapa peran teknis.
Oleh karena itu, kinerja birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan segala perubahan lingkungan, terutama dalam sektor pelayanan publik. Administrasi publik harus selalu memodernisasi dirinya, menemukan strategi dan pendekatan yang lebih tepat agar dapat mengimbangi tuntutan perkembangan peradaban tersebut. 
Sebagaimana asumsi dasar dalam teori stewardship bahwa manajemen pemerintah yang diasumsikan sebagai steward (pelayan) dituntut untuk memberikan pelayanan  bagi kepentingan rakyat atau principal. Dengan demikian, pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada principal. (Kaihatu, 2006) [1]
Dalam konteks adaptasi terhadap perubahan lingkungan, maka inovasi menjadi sebuah kebutuhan bahkan pilihan yang wajib dilakukan oleh birokrasi di semua sektor khususnya dalam pelayanan publik. Bahkan Utomo Tri W. (1996) mengatakan bahwa inovasi adalah jawaban dari permasalahan yang di sektor publik. Inovasi merupakan sebuah langkah dari proses pembaharuan atau pengembangan sehingga tercipta suatu produk baru. [2]
Salah satu wujud inovasi ini adalah penggunaan e-government di sektor publik. Sebagaimana disampaikan oleh Said Mas’ud (2009), yang mengatakan bahwa tren yang berkembang di negara-negara maju, keberanian dalam berinovasi harus dilakukan guna memperbaiki mutu pelayanan publik, salah satunya dengan penerapan Information Technology (IT) dalam birokrasi. [3]
E-Government merupakan sebuah langkah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis pada teknologi informasi sehingga dapat memudahkan aktivitas pemerintahan menjadi lebih transparan, cepat, mudah, efektif dan  efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Berdasarkan pengertian yang dikutip dari Indrajit (2002 : 36), E-government adalah sebuah format baru dari mekanisme interaksi antara pemerintah dengan stake holder terkait, yang menggunakan teknologi informasi sebagai media. [4]
Saat ini, hampir seluruh pemerintah daerah berupaya untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik melalui e-government, seperti halnya di Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Salah satu inovasi pelayanan publik berbasis e-government yang dilakukan yaitu pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) berbasis website yang diberi tajuk “Majapahit GIS” pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. 
Pelayanan Informasi tata ruang ini merupakan pemberian informasi kepada masyarakat (pemohon) tentang peruntukan lahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output atau produk pelayanan ini yaitu berupa infomasi peruntukan lahan dan Surat Informasi Tata Ruang. Surat tersebut selanjutnya digunakan untuk proses pengurusan perijinan penggunaan lahan baik untuk industri, real estate, atau kepentingan lainnya.  Sehingga pelayanan ini sangat berkaitan erat dengan investasi maupun perencanaan wilayah.
Pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” ini merupakan sebuah terobosan inovasi baru dari BAPPEDA Kabupetan Mojokerto yang mulai di launching pada akhir Tahun 2017. Inovasi ini menunjukkan perubahan yang sangat besar dari pelayanan informasi tata ruang, dimana sebelumnya pelayanan dilakukan secara offline, namun sejak akhir Tahun 2017 pelayanan beralih menggunakan aplikasi online berbasis website.
Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” ini merupakan sistem aplikasi yang berisikan informasi tata ruang yang disajikan secara spasial dengan menggunakan metode Global Positioning System (GPS) dan di olah dengan teknologi Geographic Information System (GIS) sehingga dapat disajikan dalam bentuk peta. Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” dapat di akses secara online menggunakan jaringan internet atau melalui android system pada website https://sipr.mojokertokab.go.id.
Inovasi pelayanan SIPR “Majapahit GIS” oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah dan memperluas akses pelayanan, menciptakan pelayanan yang transparan, efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Mojokerto. Bahkan berdasarkan keterangan awal yang disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Mojokerto, pelayanan ini juga diharapkan menjadi sebuah pelayanan yang terintegrasi yang mampu menciptakan “one database system”, dapat menyediakan semua kebutuhan data bagi perencanaan wilayah di  Kabupaten Mojokerto, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional [5] dan Perpres 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 sebagaimana diunggah dalam pt.scribd.com[6]
Namun, berdasarkan informasi awal yang didapatkan melalui keterangan petugas pelayanan, bahwa dalam periode 3 (tiga) tahun implementasinya, inovasi  pelayanan SIPR “Majapahit GIS” ini masih memiliki banyak kekurangan. Pengunjung website sangat banyak, namun masih banyak pula masyarakat yang lebih memilih menggunakan pelayanan secara offline dengan datang langsung ke kantor BAPPEDA Kabupaten Mojokerto. Fakta lain juga menunjukkan bahwa menu pada sistem aplikasi ini  hanya menyajikan informasi tata ruang saja, dan belum tersedia menu lain yang terkait dengan perencanaan wilayah, misalnya peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peta perwilayahan industri, Peta Daerah Rawan Bencana, atau peta tematik lainnya. 
Mengacu pada hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh tantang penarapan e-government di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto melalui penelitian yang berjudul “INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS PELAYANAN SISTEM INFOMASI PENATAAN RUANG “MAJAPAHIT GIS”  PADA BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO)”.
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan inovasi pelayanan berbasis website (e-government) pada pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto, menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat , serta strategi dalam mengatasi hambatan inovasi pelayanan berbasis website (e-government) pada pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Stewardship Theory
Penelitian ini didasari oleh sebuah Grand theory yang disebut dengan stewardship theory yang didasarkan pada filosofis dasar manusia sebagai insan yang bertanggungjawab, dapat dipercaya, berintegritas dan jujur (Kaihatu, 2006). Asumsi  dasar dari stewardship theory  berpandangan bahwa manajemen pemerintah yang diasumsikan sebagai steward (pelayan) dituntut untuk memberikan pelayanan  bagi kepentingan rakyat atau principal. Dengan demikian, pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada principal.  Oleh karenanya, stewardship theory ini dipandang sangat  sesuai untuk diterapkan dalam konteks organisasi sektor publik.[1]

2. Prinsip Pelayanan Publik
Issue strategis terkait kinerja pemerintah khususnya sektor pelayanan publik selalu menjadi sorotan dari masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemberian pelayanan prima kepada seluruh masyarakat menjadi salah satu tugas utama dari pemerintah.
Pengertian pelayanan publik menurut Lijan,dkk (2008:5) yaitu suatu pemberian layanan terhadap kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku [7]. Sejalan dengan hal tersebut, pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat baik berupa barang/jasa maupun pelayanan yang bersifat administratif, yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (UU Nomor 25 Tahun 2009). [8]
 Pelayanan publik oleh pemerintah harus dilaksanakan secara optimal untuk mencapai kepuasan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Indri dan Hayat dalam Hayat (2017), bahwa optimalisasi pelayanan publik merupakan sebuah upaya menciptakan kepuasan masyarakat melalui pemberian pelayanan secara profesional dan berkualitas.[9] Dengan demikian, optimalisasi pelayanan publik oleh pemerintah mutlak diperlukan, karena kepuasan masyarakat akan berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah. Dan hal ini menjadi salah satu hal utama guna terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good governance).
Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparat birokrasi pemerintah, haruslah memenuhi prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip pelayanan publik yang disampaikan oleh Islamy (1999) meliputi :
1) Prinsip Aksestabilitas, artinya bahwa pelayanan harus aksestable atau mudah dijangkau seluruh masyarakat.
2) Prinsip teknikalitas, berkaitan dengan kompetensi dan kapasitas SDM petugas yang harus mampu memberikan layanan sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku.
3) Prinsip profitabilitas, artinya bahwa pelayanan publik harus dilakukan dengan efektif dan efisien,  serta menguntungkan semua pihak baik secara sosial maupun ekonomi.
4) Prinsip kontinuitas yang artinya bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ini harus dipastikan ketersediaannya atau kecukupannya secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5) Prinsip akuntabilitas, artinya bahwa seluruh penyelenggaraan pelayanan publik baik proses, mutu maupun produknya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak sesuai ketentuan yang berlaku.[10]
Dengan demikian, kelima prinsip tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Efektivitas Inovasi
Inovasi dalam birokrasi menjadi kebutuhan yang wajib dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Said Mas’ud (2009 : 6) mengatakan bahwa birokrasi merupakan sebuah instrumen bagi pemenuhan tujuan masyarakat dalam suatu bangsa dan negara, sehingga birokrasi harus fleksibel dan terus melakukan modifikasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan zaman.  [3]
Inovasi menurut Makmur & Rohana , (2012:9) diartikan sebagai suatu proses kegiatan penemuan hal baru, yang meliputi input (yaitu proses menemukan ide, gagasan untuk melakukan pembarahuan),  proses ( teknik, ataupun metode dalam menghasilkan hal baru), dan proses terakhir yaitu output  (Hasil akhir dari pembaruan yang dilakukan). [11]
Di sisi lain, sebuah inovasi tidak selalu diartikan dengan penemuan baru, namun juga dapat di arikan sebagai pengembangan atas sesuatu hal yang pernah ada. Robbins (1994) menegaskan bahwa salah satu fokus  utama dari inovasi adalah adanya upaya perbaikan serta penyempurnaan yang dilakukan terus menerus sehingga memberi manfaat bagi seluruh elemen.[12] 
Efektivtas inovasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi ditentukan oleh 3 (tiga) kunci utama, yakni :
1) Enterprenueral   strategy  berkaitan dengan komitmen pihak manajemen serta keberanian pengambilan resiko.
2) Struktur  organisasi  berkaitan dengan fleksibilitas struktur serta adanya kerjasama tim lintas sektor atau lintas fungsi.
3) Iklim organisasi artinya harus ada  keterbukaan kekuasaan, tidak berpusat pada jenjang atas saja, memberikan peluang dan imbalan bagi adanya inovasi dalam organisasi.
(dikutip dari pendapat Saleh dan Wang dalam Ellitan dan Anatan : 2009). [13]
Dengan demikian, inovasi dalam birokrasi harus diciptakan untuk bisa mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan jaman.

4. Strategi, Peluang dan Hambatan Inovasi
United Nation World Public  Sector  Report dalam laporannya  menyampaikan   beberapa strategi utama  dalam praktek inovasi yang sukses di birokrasi pemerintahan yaitu :
a. Memberikan    layanan    terintegrasi,    yaitu    pemerintah memberikan berbagai layanan yang lengkap dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
b. Pelibatan warga,  artinya adanya kesempatan yang diberikan kepada warga untuk terlibat dalam memberikan masukan demi kesuksesan serta keberlanjutan inovasi.
c. Menjalin Kerjasama/ Kolaborasi, artinya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah harus berupaya menjalin kerjasama dengan brebagai pihak baik masyarakat ataupun sektor swasta. 
d. Memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pemerintah harus menggunakan teknologi informasi sebagai media pelayanan.
(dalam Sangkala :2013)[14]  
Dalam prakteknya, tidak jarang inovasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Inovasi berhenti hanya pada tahap awal, namun selanjutnya tidak ada konsistensi dan komitmen untuk dilanjutkan apalagi dikembangkan. 
Sangkala (2013) menyatakan bahwa dalam prakteknya inovasi suatu program dapat menghadapi berbagai faktor pendukung dan faktor kendala. Faktor yang menjadi pendukung meliputi : 
a. Ketegasan pimpinan  mengambil  kebijakan
b. Kerjasama dengan pihak di  luar  wilayah kerja.
c. Visi dan Misi Desa.
d. Kelancaran komunikasi.
e. Potensi swadaya.
f. Penerapan  prinsip keadilan
g. Kebutuhan    masyarakat  dan    sosial  budaya
Sedangkan faktor yang seringkali menjadi kendala dalam praktek inovasi yaitu:
a. Inovasi program sebagai hal baru
b. Partisipasi masyarakat belum maksimal.
c. Kolaborasi belum efektif.
d. Pemberdayaan warga belum  maksimal
e. Keterbatasan Potensi [14]
5. Keberhasilan E- Government
Salah satu wujud inovasi birokrasi yaitu penerapan e-government  dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan publik.  Pada dasarnya, saat ini hampir di setiap instansi pemerintah saling berlomba untuk mengembangkan e-government sebagai inovasi pelayanan publiknya maupun dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan lainnya.
Electronic Government atau yang sering kita kenal dengan istilan e-government diartikan oleh Indrajit (2002:36) sebuah mekanisme baru bagi pemerintah dalam berinteraksi dengan stake holder terkait dengan menggunakan teknologi informasi sebagai media, yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pelayanan. [4] E-government merupakan sebuah langkah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis pada teknologi informasi sehingga dapat memudahkan aktivitas pemerintahan menjadi lebih transparan, cepat, mudah, efektif dan  efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Dengan menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu ini, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun pelayanan publik akan lebih efektif dan efisien, lebih cepat, mempermudah dan memperluas akses masyarakat serta menjadikan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Saat ini teknologi informasi telah banyak menggantikan peran manusia dalam beberapa hal teknis, termasuk pelayanan publik. Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan pengembangan e-government secara berkelanjutan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.  Sebuah keberhasilan penerapan e-government, menurut Budi Rianto dkk (2012) dapat diukur dari empat indikator yaitu :
a. Tersedianya data serta informasi dalam sebuah pusat data
b. Tersedianya data serta  informasi yang mendukung promosi suatu daerah
c. Tersedianya aplikasi berbasis E-government untuk mendukung pekerjaan maupun pelayanan publik
d. Tersedianya aplikasi bagi kebutuhan dialog   publik   untuk    meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan stake holder terkait.[15]
[16]Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan e-government yaitu :
a. Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan komunikasi ke seluruh wilayah. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilakukan dengan membangun sistem yang terintegrasi, handal, dan terpercaya.
b. Melakukan penataan prosedur dan sistem manajemen kerja guna mengadopsi cepatnya perkembangan teknologi.
c. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi. 
d. Pelibatan peran swasta (dunia usaha) dalam pengembangan industri di bidang telekomunikasi dan informatika.
e. Meningkatkan kapasitas   sumber   daya   manusia (SDM) pemerintah dan  masyarakat.
f. Pengembangan e-government  melalui tahapan yang sistematis, terukur dan realistis. (lampiran  Inpres    No  3  Tahun  2003 yang di unggah dalam repository.ub.ac.id)  

6. Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan pembangunan diartikan oleh Arthur W. Lewis (1965) sebagai sekumpulan kebijaksanaan serta program pembangunan yang digunakan untuk mendorong masyarakat maupun pihak swasta  agar menggunakan sumberdayanya secara produktif. [17] Secara umum, perencanaan pembangunan ini merupakan sebuah metode  yang digunakan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sehingga dalam penyusunan sebuah dokumen perencanaan pembangunan, tentunya harus memperhatikan berbagai aspek dan analisis terhadap berbagai situasi, termasuk perencanaan tata ruang.
[18]Perencanaan tata ruang adalah  proses untuk menentukan struktur ruang serta pola ruang. Perencanaan tata ruang ini ditujukan untuk menciptakan harmonisasi lingkungan baik alam maupun buatan, sehingga pada akhirnya dapat terwujud keterpaduan dengan tetap memperhatikan minimalisasi dampak negatif lingkungan dan faktor SDM (UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
Dengan demikian, maka diperlukan penetapan perencanaan wilayah yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah. 

C. METODE  PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan  kualitatif. 
Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan situs yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS”. 
Metode pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling (teknik purposive sampling). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. [19] Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisa model interaktif  dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan inovasi pelayanan publik berbasis website pada pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto.
Analisis terhadap Penerapan inovasi pelayanan publik berbasis website pada pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui 3 (tiga) sub fokus :
a. Efektivitas inovasi dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu enterpreneural strategy, struktur organisasi, dan iklim organisasi.
Inovasi menjadi sebuah tuntutan yang wajib dilakukan oleh birokrasi pemerintahan dalam fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Samson  dalam  Ellitan  dan  Anatan  (2009:3)  menyampaikan bahwa inovasi sangat diperlukan salah satunya untuk menghadapi cepatnya perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Sehingga inovasi ini diharapkan dapat mendorong organisasi untuk menjadi lebih kompetitif dan membawa keberhasilan.[13]
[13]Efektivitas inovasi sebuah organisasi, ditentukan oleh 3 (tiga) kunci utama, yakni :
1) Enterprenueral   strategy yaitu   terkait keberanian   pengambilan resiko serta komitmen pihak manajemen.
2) Struktur  organisasi  berkaitan dengan fleksibilitas struktur serta adanya kerjasama tim lintas sektor atau lintas fungsi
3) Iklim organisasi, artinya harus ada  keterbukaan kekuasaan, tidak berpusat pada jenjang atas saja, memberikan peluang dan imbalan bagi adanya inovasi dalam organisasi. (Saleh dan Wang dalam Ellitan dan Anatan, 2009:6)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari enterpreneural strategy, inovasi “Majapahit GIS” merupakan sebuah komitmen besar dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk membuat terobosan baru, sebuah pendekatan bisnis yang proaktif dalam rangka meningkatkan minat investasi di Kabupaten Mojokerto.
Selanjutnya secara struktur organisasi, hasil penelitian menunjukkan berdasarkan struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Mojokerto, pelayanan “Majapahit GIS” ini dilaksanakan oleh sub bidang keciptakaryaan dan penataan ruang, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Mojokerto.
Dan Jika dilihat dari unsur iklim organisasi, pada pelayanan “Majapahit GIS” ini telah ada upaya pendelegasian kewenangan verifikasi dan penandatanganan Surat Informasi Tata Ruang secara berjenjang mulai pada pejabat struktural terendah (eselon IV) yang ada di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto, sehingga kekuasaan tidak bersifat terpusat. Namun, terkait dengan sistem imbalan (reward) dalam mendorong optimalisasi pelayanan SIPR “Majapahit GIS” ini belum dilakukan
Dengan demikian dapat disimpulkan efektivitas inovasi pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto jika dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu enterpreneural strategy, struktur organisasi, dan iklim organisasi, maka dapat dikatakan inovasi tersebut sudah cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan terkait dengan sistem reward and punishment.
b. Keberhasilan penerapan e-government
E-Government menjadi salah satu pilihan bagi birokrasi yang ingin melakukan inovasi. Bahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Said Mas’ud (2009 : 213), bahwa dalam tren yang berkembang di negara-negara maju, keberanian dalam berinovasi harus dilakukan guna memperbaiki mutu pelayanan publik. Dan salah satu wujud inovasi ini adalah penerapan e-government.[3]
Saat ini e-government  telah banyak dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, masih banyak juga yang tidak berhasil. Terkadang aplikasi hanya dibuat sesaat, namun tidak ada upaya untuk melakukan pemutakhiran sistem. [15]Keberhasilan penerapan e-government sebagaimana dikatakan Budi Rianto dkk (2012 : 39) dapat dilihat dari  4 (empat) indikator yaitu : 
1) Tersedianya data serta informasi dalam sebuah pusat data
2) Tersedianya data serta  informasi yang mendukung promosi suatu daerah
3) Tersedianya aplikasi berbasis E-government yang mendukung pekerjaan maupun pelayanan publik
4) Tersedianya aplikasi bagi kebutuhan dialog   publik   untuk    meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan stake holder terkait
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aplikasi SIPR “Majapahit GIS”, masih belum tersedia data maupun informasi yang terintegrasi dalam satu pusat data. Data spasial yang dibutuhkan untuk perencanaan wilayah masih bersifat spasial di masing-masing dinas teknis yang menangani, kurang update dan belum terintegrasi. Saat ini, layanan menu aplikasi SIPR “Majapahit GIS” masih terbatas pada informasi tata ruang saja, namun untuk penyediaan data dan informasi yang mendukung promosi daerah masih belum tersedia. Ke depan akan dilakukan pengembangan sistem aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan promosi pariwisata dan produk unggulan daerah. 
Melalui aplikasi yang berbasis website ini terlihat jelas bahwa telah tersedia aplikasi e-Government yang mendukung pekerjaan serta pelayanan publik. Selain itu upaya pengembangan aplikasi pelayanan sistem informasi penataan ruang berbasis website juga dilakukan secara berkelanjutan. 
Selain itu, aplikasi Pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” telah menyediakan menu dialog publik sebagai sarana komunikasi dengan pengguna layanan, namun dalam realitanya menu ini belum pernah dimanfaatkan oleh customer.
Sehingga berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan penerapan e-government dalam aplikasi pelayanan SIPR “Majapahit GIS” ini belum berhasil optimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan berbasis website khususnya belum dapat menyediakan layanan terintegrasi “one database system”. Hal tersebut diindikasikan dari empat indikator yang digunakan, hanya 1 (satu) indikator saja yang sudah optimal yaitu indikator tersedianya aplikasi berbasis E-government yang mendukung pekerjaan maupun pelayanan publik, namun untuk 3 (tiga) indikator lainnya yaitu tersedianya data serta informasi dalam sebuah pusat data; tersedianya data serta  informasi yang mendukung promosi suatu daerah; serta tersedianya aplikasi bagi kebutuhan dialog   publik  belum berjalan optimal

 
c. Penerapan Prinsip Pelayanan Publik
Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparat birokrasi pemerintah, haruslah memenuhi prinsip-prinsip tertentu. Salah satunya yaitu prinsip pelayanan publik yang disampaikan oleh Islamy (1999) yang meliputi prinsip aksestabilitas atau kemudahan akses, akuntabilitas, profitabilitas, teknikalitas dan kontinuitas atau keberlanjutan.[10]
Terkait kelima prinsip tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa  pada dasarnya aplikasi pelayanan SIPR “Majapahit GIS” di desain untuk mudah di akses bagi semua masyarakat baik melalui jaringan internet biasa maupun melalui android system. Dalam realitanya, terkadang aplikasi ini masih sulit di akses pada wilayah yang sulit sinyal di Kabupaten Mojokerto. Selain itu juga seringkali kecepatan akses sangat lemah atau lamban karena aplikasi ini menggunakan open source system atau jaringan yang tidak berbayar. Namun demikian, tetap disediakan pelayanan offline bagi masyarakat yang kesulitan untuk mengakses aplikasi atau menginginkan konsultasi.
Selanjutnya aplikasi SIPR “Majaphit GIS” merupakan pelayanan yang continue atau berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan dengan upaya updating maupun pengembangan aplikasi yang terus dilakukan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pemerintah maupun masyarakat.
Dari sisi teknikalitas, SDM petugas pelayanan SIPR “Majapahit GIS” memiliki kompetensi teknis yang cukup dan mampu untuk memberikan pelayanan konsultasi maupun pelayanan administrasi. Dan dari sisi profitabilitas, pelayanan SIPR “Majapahit GIS” yang dilaksanakan secara online berbasis website ini sangat menguntungkan  dari sisi sosial maupun ekonomi, baik bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun pengguna layanan.
Secara akuntabilitas juga diketahui bahwa pelayanan SIPR “Majapahit GIS” secara online dilaksanakan dengan prinsip terbuka, transparan dan akuntabel
Sehingga jika mengacu pada kelima prinsip pelayanan publik tersebut, maka Pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” ini dapat dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu aksestabilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, dan akuntabilitas.

2. Faktor pendorong/pendukung dan Penghambat
Sebuah inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat berhadapan dengan sejumlah faktor penghambat yang harus dapat diidentifikasi oleh penyelenggara pelayanan publik agar dapat menghasilkan pelayanan sesuai dengan harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun berjalannya aplikasi SIPR “Majapahit GIS” ini telah menemui beberapa faktor yang mendukung serta menjadi penghambat pelayanan. Faktor-faktor yang menjadi pendukung inovasi ini meliputi : 1) Komitmen pimpinan; 2) Kompetensi SDM petugas pelayanan; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Adanya kebijakan nasional yang mendukung terkait layanan geospasial terintegrasi. Sedangkan faktor yang menghambat inovasi ini meliputi : 1) Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang IT; 2) Aplikasi menggunakan jaringan tidak berbayar (open source system) sehingga akses lebih lamban; 3) Aplikasi SIPR “Majapahit GIS” belum dapat memenuhi kebutuhan customer yang ingin berkonsultasi; 4) Data pendukung yang tidak update; 5) Kurangnya dukungan dari perangkat daerah lainnya; 6) Belum adanya tindak lanjut kebijakan “one database system” di daerah; 7) Belum adanya dukungan kebijakan reward and punishment dari pemerintah daerah.


3. Strategi mengatasi hambatan dalam inovasi pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS”
Strategi merupakan sebuah upaya atau langkah jitu yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan secara lebih cepat, efisien dan efektif. Oleh karena itu, demi mencapai tujuan dan harapan yang di inginkan, serta guna menghadapi segala  peluang dan hambatan yang ada, maka perlu ditetapkan strategi yang tepat arah dan tepat sasaran.
[14]Strategi utama yang banyak digunakan dalam praktek sukses inovasi di sektor pemerintahan yaitu integrasi layanan, pelibatan warga, kerjasama/kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi informasi (United Nation World Public Sector  Report  dalam Sangkala : 2013),
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Strategi yang telah dilakukan oleh BAPPEDA  Kabupaten Mojokerto dalam upaya optimalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” ini yaitu : 1) Pemanfaatan pembangunan jaringan fiber optic yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan akses layanan online; 2) Optimalisasi fungsi menu dialog publik; 3) Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan tenaga IT untuk perbaikan dan pemeliharaan sistem.
Jika mengacu pada strategi utama inovasi yang sukses menurut UNWPRS tersebut di atas, maka strategi yang telah dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto ini dapat dikatakan telah cukup baik. Namun untuk saat ini strategi tersebut dikatakan belum optimal dalam mencapai tujuan integrasi layanan dan penyediaan data yang komprehensif, akurat dan ter update untuk kebutuhan perencanaan wilayah di Kabupaten Mojokerto, dikarenakan kurangnya kerjasama dengan pihak eksternal dalam penyediaan data secara update.

E. KESIMPULAN
Kesimpulan atas  penelitian ini yaitu penerapan inovasi pada pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS”  di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto sebagai sebuah pelayanan berbasis website telah berjalan cukup efektif dan telah memenuhi prinsip-prinsip aksestabilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, dan akuntabilitas. 
 Namun belum  dapat dikatakan sebagai penerapan e-goverment yang berhasil, karena aplikasi SIPR “Majaphit GIS” ini hanya optimal pada 1 (satu) indikator saja yaitu tersedianya aplikasi e-Government yang mendukung pekerjaan serta pelayanan publik, namun untuk 3 (tiga) indikator lainnya belum berjalan optimal. Aplikasi ini belum dapat mewujudkan “one database system” atau sistem layanan terintegrasi yang dapat menyediakan seluruh data untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Mojokerto
Faktor-faktor yang mendukung terhadap  inovasi ini meliputi : 1) Komitmen pimpinan; 2) Kompetensi SDM petugas pelayanan; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Adanya kebijakan nasional yang mendukung. Sedangkan faktor yang menghambat inovasi ini meiputi : 1) Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang IT; 2) Aplikasi menggunakan jaringan tidak berbayar (open source system); 3) Aplikasi SIPR “Majapahit GIS” belum dapat memenuhi kebutuhan customer yang ingin berkonsultasi; 4) Data pendukung yang tidak update; 5) Kurangnya dukungan dari perangkat daerah lainnya; 6) Belum adanya tindak lanjut kebijakan “one database system” di daerah; 7) Belum adanya dukungan kebijakan reward and punishment dari pemerintah daerah.
Strategi yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto dalam inovasi pelayanan SIPR “Majapahit GIS”  telah cukup baik, namun strategi tersebut dikatakan belum optimal dalam mencapai tujuan integrasi layanan dan penyediaan data yang komprehensif, akurat dan ter update untuk kebutuhan perencanaan wilayah di Kabupaten Mojokerto.
Secara umum, mengacu pada keseluruhan hasil penelitian terlihat bahwa penerapan e-government sebagai sebuah inovasi birokrasi di sektor pelayanan publik tidaklah mudah. Berbagai penghalang (barrier) juga harus dihadapi. 
Penerapan e-government sebagai inovasi membutuhkan prasyarat yang sangat kompleks, mulai dari dukungan kebijakan teknis dari pemerintah daerah, komitmen dan penataan manajemen, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak terkait, memerlukan monitoring dan evaluasi secara berkala, adanya strategi pengembangan, dan yang terpenting pula adalah adanya dukungan kesiapan anggaran. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penyebab untuk tidak melakukan inovasi melalui e-government. Penerapan e-government dapat dilakukan dengan bertahap, namun hal tersebut juga akan berdampak pada hasil yang di dapatkan juga tidak akan bisa optimal untuk bisa mencapai kepuasan masyarakat.

F. REKOMENDASI KEBIJAKAN
1. Saran Teoritis
Diharapkan agar penelitian terkait inovasi penerapan e-government di sektor pelayanan publik dapat terus dikembangkan dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat berguna bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang menuju terwujudnya good governance. Terutama dalam era revolusi industri 4.0, dimana teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan bahkan telah mulai menggantikan posisi manusia dalam berbagai pekerjaan teknis.
2. Saran Praktis
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto perlu melakukan langkah strategis dengan mengusulkan rancangan kebijakan daerah tentang petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan kebijakan demi terwujudnya layanan geospasial terintegrasi (one database system) .
b. Pengajuan usulan penambahan pegawai di bidang Teknologi Informatika guna mengatasi kendala kekurangan sumber daya manusia di bidang IT kepada kepala daerah melalui instansi yang menangani kepegawaian daerah.
c. Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah untuk meningkatkan ketersediaan data terkait perencanaan wilayah secara akurat dan update.
d. Memanfaatkan program pembangunan jaringan fiber optic yang dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah kecamatan untuk meningkatkan kecepatan akses layanan.
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat menginisiasi untuk memberikan sistem reward and punisment bagi pelaku usaha yang tertib dan taat terhadap ketentuan tata ruang di Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan rasio ketaatan RTRW.
f. Melakukan update pengembangan sistem aplikasi secara berkala, sehingga dapat menyediakan layanan informasi terkait perencanaan wilayah secara lengkap, akurat dan update, khususnya penambahan menu layanan konsultasi.
g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang “SIPR” secara berkala dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto
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